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ABSTRAK

Skripsi ini di latar belakangi dari adanya Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-
K/PM 1-04/AD/1V/2014 dan Nomor : 154-K/PM 111-16/AD/X1/2014 terhadap kasus
Tindak Pidana Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur
dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku Tindak
Pidana Pemerkosaan ini ialah Anggota Militer yang seharusnya melindungi segenap
bangsa Indonesia dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
tapi dalam kasus tersebut TNI justru sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut
akibat dari perbuatan tersebut korban menjadi trauma dan tidak percaya diri. Dalam
Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM [-04/AD/IV/2014 Anggota Militer
Dipidana dengan Pidana Pokok Penjara 10 bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari
dinas militer dan Putusan Nomor : 154-K/PM III-16/AD/X1/2014 Anggota Militer
Dipidana dengan Pidana Pokok Penjara 1 Tahun 4 Bulan dan Pidana Tambahan
Dipecat dari dinas militer. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas yaitu
mengenai pertimbangan hakim peradilan militer dalam menjatuhkan putusan pidana
terhadap anggota militer dan pembuktian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian
hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian ini bersifat deskripif
analitis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan kasus (Case
Approach). Sedangkan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu secara
metode deduktif.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan Militer, Tindak Pidana Pemerkosaan,
Pembuktian

Mengetahui,
Pembimbing Pembantu

Pembimbing Uta
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi
permasalan di Negara Indonesia. Di Indonesia sebagian besar tindak pidana
pemerkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat wanita diperkosa karena
penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing
seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan padannya namun ada pula
rayuan pria dengan merayu wanita yang menjadi korban. Dalam hukum positif
Indonesia arti perbuatan pemerkosaan dapat dikaitkan dengan kekerasan terhadap
permpuan. Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri

atas kekerasan fisik , psikis dan seksual.!

Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur juga
pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas
usia mulai dari remaja sampai usia lanjut , terkadang pelaku pemerkosaan adalah
orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara
kandung dan sering juga pelaku tersebut adalah dari aparat penegak hukum seperti

halnya Militer. Pengertian Militer berasal dari bahasa Yunani “Milies” yang berarti

! Agus Purwadianto, Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.65.



seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran

atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.?

Di media elektronik dapat di ketahui banyak pemberitaan mengenai tindak
pidana pemerkosaan tidak hanya ditelevisi pemberitaan tindak pidana pemerkosaan
juga dapat di lihat di internet. Tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat
dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan
kebudayaan manusia itu sendiri, akan selalu ada dan berkembang saat ini. Banyak hal
yang bisa mengakibatkan pemerkosaan terjadi, ada karena kebetulan bertemu,
misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga membuat kesempatan
untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah pacaran,
yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia yang semula perempuan

itu masih mempertahankan keperawannannya.?

Kasus tindak pidana pemerkosaan menimbulkan kesulitan dalam
penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap
menjatuhkan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan

pembuktian pemerkosaan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, serta

2 .
N Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandat Maju, Bandung, 2006,

3 Andi H i ; . . . .
2015, him. lls.amzah, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,




ditemukan modus baru sehingga hakim harus memberikan penafsiran atau inteprestasi
lebih dalam memutus perkara pidana kasus pemerkosaan.*

Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak daripada
yang dilaporkan pada polisi dan diberitakan oleh media massa. Kebanyakan kasus
terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di dubur
atau vagina. Padahal masih begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik
yang berarti, namun berdampak serius pada psikologi korban. Oleh karena itulah
pemerkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan Indonesia (bahkan
dunia) dan bagi yang melakukannya diancam sanksi yang tidak ringan.’

Ancaman pelaku pemerkosaan membuat sebagian korban dan keluarga korban
tidak mau melaporkan tindak pidana pemerkosaan yang telah menimpanya atau
keluarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma dan rasa tidak berdaya.® Belum
lagi perasaan bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan
kepada pihak yang berwajib. Aparat penegak hukum yang kurang memahai juga
memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan yang justru
menyudutkan korban. Belum lagi kemungkinan bahwa pelaku dihukum atau

dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti atau karena pelaku sesama aparat jadi

saling menutupi.

¢ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusil ; i
iarts, PO D p Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika,

5 Suryono Ekotama, Dkk., Abortus Proy j
o A 5 ks vocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Vikti ]
Kriminologi dan Hukum Pidana, Andi Offset, Yogyakartfl, 2001, him. 91. Py Viklimology

6 Ad i Ti : ; ;
2005, h]m'ag‘:; 'Chazan, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,



Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang dikemukakan oleh Mulyana
W.Kusumah, menyatakan:’

“Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan dan mempunyai tingkatan

seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “fear of créeme” (ketakutan

pada kejahatan di masyarakat”.

Tindak pidana pemerkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab XIV tentang
kejahatan terhadap kesusilaan yaitu :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun™.
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Korban perkosaan adalah perempuan yang di luar perkawinan

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan unsur tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada
persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

Ancaman pidana penjara maksimal dua belas (12) tahun pada kenyataannya
masih belum mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dan membuat pelaku
tindak pidana perkosaan jera. Hal ini dapat dilihat dari kasus pemerkosaan yang

pernah di adili di pengadilan militer, sebagai contoh kasus dalam Putusan Pengadilan

Militer Nomor : 52-K/PM 1-04/AD/IV/2014 adalah sebagai berikut :

7 Mulyana W.Kusuma, Kejah i if Krimi i
. » Kejahatan & Penyimpangan dalam perspektif Kriminologi , Yayasa
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , Jakarta, 1988, him. 47. ¢ Y



“Seorang TNI pada bulan april 2012 kiranya pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa
masih berpangkat serda berkenalan di BBM dari kenalan tersebut terdakwa dan
saksi korban menjalin hubungan pacaran dan sering komunikasi, kemudian
tanggal 27 mei 2012 pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi korban dan
menyuruh saksi korban untuk ke Palembang karena saksi korban tinggal di
Lubuk Linggau setelah sampai di Palembang tanggal 1 juni pukul 21.00 saksi
korban menemui terdakwa untuk diajak makan dan jalan-jalan setelah itu
terdakwa mengajak korban ke penginapan setelah sampai dikamar saksi korban
pergi kekamar mandi untuk membersikan badan setelah selesai saksi korban
duduk dan menonton televisi kemudian terdakwa menarik lengan saksi korban ke
atas tempat tidur namun ditepis oleh saksi korban kemudian terdakwa marah dan
mengancam saksi korban dengan berkata “ kalau kamu tidak mau nanti saya
tempeleng kamu , kalau kamu teriak tidak ada juga yang menolong kamu” karna
takut lalu saksi korban pasrah dan hanya diam, kemudian terdakwa membuka
semua pakaian saksi korban setelah itu terdakwa mencumbungi saksi korban
namun saksi korban menolak sambil berkata “jangan bang” sehingga terdakwa
menempeleng pipi kanan saksi sambil berkata “kalau kamu tidak mau nanti saya
bunuh kamu” setelah melakukan hubungan suami isteri terdakwa janji akan
bertanggung jawab menikahi korban, pada tanggal 7 juni 2012 saksi korban dan
terdakwa mengadakan kesepakatan damai dan berjanji akan menikahi namun
pada tanggal 5 oktober 2013 saksi korban menghubungi terdakwa dengan
maksud menanyakan janji namun terdakwa menjelaskan tidak mau menikahi
dengan alasan tidak cinta lagi.atas perbuatan tersebut saksi korban melaporkan
perbuatan terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk diperoses sesuai hukum
yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP”.

Dan contoh kasus ke dua (2) dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 154-K/PM
I1I-16/AD/X1/2013 sebagai berikut:



“Seorang TNI pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 17.30 wita di kost Sepupu
dari saksi-1 terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya terdakwa meminta nomor
Hanphone saksi-1 kepada saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa
menghubungi saksi-1 dan menanyakan apakah saksi-1 mau menjadi pacarnya?
Kemudian setelah mendesak saksi-1 menjawab “ya kita jalani saja kita kan baru
mengenal, jodoh itu di tangan tuhan dan saya kalau pacaran tidak mau sampal
berbuat yang macam-macam karena kita belum menikah” lalu Terdakwa
menjawab “iya” setelah itu pada hari sabtu tanggal 6 April 2013 sikira pukul
09.00 wita saksi-1 dan berkata “saya mau jalan-jalan ke kost Rina (saksi-2) dan
saksi-1 menjawab “Rina tidak ada, dia sedang dikampus” lalu terdakwa berkata
tidak apa-apa” saksi-1 menjawab “jangan tidak boleh laki-laki ke sini” kemudian
sekitar pukul 10.45 wita Terdakwa datang tanpa memberi salam langsung masuk
kedalam kamar rumah kost dan mengunci pintu kamar kost dari dalam lalu
memegang kedua pundak saksi-1 kemudian saksi-1 memberontak sambil berkata
“kurang ajar, setan, iblis namun Terdakwa membuka pakaian saksi-1 secara
paksa saksi-1 berteriak meminta tolong namun Terdakwa mengancam dengan
berkata “jangan ribut kamu kalau kamu berteriak saya akan tetap hamili dan
membunuh kamu” karena saksi takut dengan ancaman Terdakwa lalu saksi-1
pasrah. Setelah Terdakwa mengeluarkan Spermanya diatas perut saksi-1 setelah
itu saksi-1 menangis lalu Terdakwa membersihkan darah saksi-1 diatas tempat
tidur dan membersihkan Sperma diatas perut saksi-1 setelah itu Terdakwa
meninggalkan saksi-1. Setelah kejadian tersebut saksi-1 menghubungi Terdakwa
untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa menjawab tidak bisa dan
terdakwa berkata kalau ia sudah menikah, Terdakwa mengatakan bahwa ia mau
bertanggungjawab apabila saksi-1 hamil dan apabila Terdakwa menikah dengan
Saksi-1 Terdakwa akan menikah lagi lebih dari satu”.



Berkaitan dengan kedua kasus diatas terdakwa dituntut dengan pasal-pasal yang
dikenakan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang

Kejahatan Terhadap Kesusilaan karena telah melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM 1-04/AD/1V/2013 Terdakwa di
jatuhkan Pidana Pokok yaitu Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana
Tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer dan dalam Putusan Pengadilan Militer
Terdakwa dijatuhkan Pidana Pokok yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4

(Empat) bulan dan Pidana Pokok yaitu dipercat dari dinas Militer.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi
juga sulit hal pembuktiannya, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan
ataupun persidangan di pengadilan. Karena selama proses pembuktian adanya tindak
pidana pemerkosaan sangat mempengaruhi keadaan psikis korban. Baik pada
penyelidikan maupun penyidikan korban harus menceritakan kronologis kejadian
terjadinya perkosaan. Pada saat itu dalam keadaan yang tertekan, korban seolah-olah
harus kembali mengalami perkosaan yang telah menimpahnya dalam persidangan
pengadilan.

Semua unsur tindak pidana harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana
jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa
dibebaaskan oleh pengadilan. Maka dari itu unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam
Pasal 285 KUHP Bab X1V tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan adalah :

1. Barang siapa



2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengannya di luar pernikahan

Kedua unsur diatas unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menyertai persetubuhan adalah unsur yang lebih sulit unuk dibuktikan dari pada unsur
yang pertama. Sulitnya pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menyertai persetubuhan terjadi karena kurangnya atau lemahnya alat bukti untuk
membuktikan terjadinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai
persetubuhan biasanya hanya keterangan saksi saja yaitu saksi korban, tidak didukung
oleh alat bukti lainnya. Kurang atau lemahnya alat bukti dalam tindak pidana
pemerkosaan menyebabkan menyebabkan banyak pelaku pemerkosaan yang lolos
dari jeratan Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ini
terjadi karena banyak hal, misalnya saja karena kurangnya pengetahuan dari korban.

Banyak korban pemerkosaan yang merasa jijik dan kotor setelah terjadinya
pemerkosaan mereka membersihkan diri dengan cara mandi. Ketika korban mandi
sebenarnya banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti yang ikut hilang, misalnya
sperma pelaku. Bukti bahwa telah terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan juga
dapat hilang jika korban tidak segera melaporkan pemerkosaan yang terjadi padanya.
Tanda-tanda bekas terjadinya pemerkosaan misalnya memar karena ditampar, dipukul
atau dicekik oleh pelaku dapat hilang setelah beberapa hari, sehingga padanya tidak
terdapat lagi bukti bahwa terjadi suatu kekerasan. Hal-hal tersebut menyulitkan

penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyebabkan



kesulitan bagi jaksa dalam membuktikan dipersidangan bahwa telah terjadi suatu
tindak pidana pemerkosaan. Karena proses membuktikan mengandung maksud dan
usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima
akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.®

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis
Putusan Pengadilan Militer Nomor 52-K/PM 1-04/AD/IV/2014 dan Nomor :
put/154-K/PM I11-16/AD/X1/2013 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Peradilan Militer dalam
menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer pelaku tindak pidana
pemerkosaan dalam putusan pengadilan militer Nomor : 52-K/PM I-
04/AD/1V/2014 dan Nomor : put/154-K/PM 111-16/AD/X1/2013?

2. Bagaimana pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
dalam tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor

: 52-K/PM 1-04/AD/1V/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/X1/2013?

¥ Martiman Pradjohamidjo; ] i
. Jojo, Komentar atas KUHP : Kitab Undang-undai
Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, him. 11. BN, Sl Ao
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim Peradilan
Militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer pelaku
tindak pidana pemerkosaan dalam putusan pengadilan militer Nomor : 52-
K/PM 1-04/AD/1V/2014 dan Nomor : put/154-K/PM 11I-16/AD/X1/2013.

2. Untuk mengetahui pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan pengadilan
militer Nomor : 52-K/PM 1-04/AD/1V/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-
16/AD/X1/2013.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh

yakni berupa manfaat baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis yaitu :

1. Kegunaan teoritis, sebagai informasi dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana
mengenai Analisis Putusan Pengadilan Militer tentang Tindak Pidana

Pemerkosaan.

2. Manfaat praktis, penulisan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan
berfikir dan memberikan informasi bagi para pembaca dan memberikan
sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam rangka studi yang

berhubungan dengan Analisis Putusan Pengadilan Militer tentang Tindak

Pidana Pemerkosaan.
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E. Ruang Lingkup Permasalahan

Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa dianalisis,
karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga dapat teraarah
dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul. Maka penulis membatasi
pembahasan pada Dasar Pertimbangan Hakim dan Pembuktian Unsur dengan
Kekerasan atau Ancaman dan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM
1-04/AD/IV/2014 dan Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/X1/2013 tentang Tindak
Pidana Pemerkosaan.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya
pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan
masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan
sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi
tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari
hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan
indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk
penelitian.®
1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzei, Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar

dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana,yaitu :

9 .
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Jakarta, Jakarta, 1981 hlm.125.
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a. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut
atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan

dengan kepentingan masyarakat,kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.'?

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat terdakwa dalam praktik umumnya
dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan
meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat
dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal

yang meringankan
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim
sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan
keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan
melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam

penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insktink atau intuisi daripada

pengetahuan hakim.!!

' Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Haki ; if, Si
, Dalam P
Grafika.Jakarta, 2010,him.105. m Daolem Ferspett Hubum Progresy. Sinar

"1 Ibid., him.106.
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c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus
suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata,
tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan
hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.'?

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-haru, karena dengan
pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak
dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan
pelaku,korban maupun masyarakat.'?

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,
serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jealas untuk

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.'*

2. Teori Pembuktian

2 Ibid., him.107.
13 Ibid., him, 108.
14 Ibid., him,110.
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Teori tentang bembuktian menurut R. Soesilo ada 4 yang terdiri dari :
1) Teori berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk
menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam
pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai
dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya

dapat dijatuhkan putusan.

Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal
lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim.
Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan
pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai

dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa,
hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada criteria,
alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim
dalam membentuk keyakinannya. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang

yang besar untuk menjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan

bertumpa pada alasan keyakinan hakim.
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2) Teori berdasarkan keyakinan hakim atas alas an yang logis (conviction

rasionnee)

Sitem pembuktian conviction rasionnee adalah sistem pembuktian yang tetap
menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alas an-

alasan (reasoning) yang rasional.

Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan
keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang
reasionalble yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar

keyakinannya itu.

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah anatara teori pembuktian berdasarkan
undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam
teori ini, hakim dapat memutusakan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya,
namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi
keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan
kepada dasar-dasar pembuktian dengaan suatu kesimpulan (conclusive) yang

berdasarkan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke

bewisjtheorie)

Sistem pembuktian positief wettelijk bewijstheorie adalah pembuktian

berdasarkan alat bukti undang-undang secara positif atau pembuktian dengan
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menggunakan alat-alat bukti tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti
tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya

tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan
ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat

dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang sudah
tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini

sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara.

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena
menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara
menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan

seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan

keyakinan masyarakat.

4) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke

bewisjtheorie)’

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

15 : . 4
R.Soesilo, Teknik Berita Acara llmu Pengetahuan dan Laporan, politea, Bogor, 1985, him.6-8
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apabila alat bukti tersebut secara limitif ditentukan oleh undang-undang dan didukung

pula oleh adanya keyakinan hakim eksistensinya alat-alat bukti tersebut. -

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila yang didakwakan kepadanya dapat
dibuktikan dengan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta
sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut
M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif,

terdapat dua komponen menentukan salah satu atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang,
b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat

bukti yang sah menurut undang-undang, '’

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut
undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip
kebebasan kekuasaan kehakiman.'® Namun dalam praktiknya peradilannya, sistem
pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara

positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan

secara limitatif.

" 3: Waluyadi, Hukum Pembuktian dalam Perkara untuk Mahasiswa dan Prakti Bandung, 2004
m. > k]
7 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasal
X . . i ahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sida
ﬁe{:gzc;cglan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua,Sinar Graﬂka,]akarta.zo(;g’.r

'® Romli Atmasasmit 1
a, Kapita Sel - . )
Bandung, 1995 him. 106 D elekta Hukum Pldana dan Kriminologi, Mandar Maju,
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Membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mengadakan pendekatan-
pendekatan dengan menggunakan teori sistem pembuktian menurut undang-undang
secara negatief wettelijk terletak anatara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu
antara sistem pembuktian positif wettelijk dan sistem pembuktian conviction intime.
Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem negative welttelijk ada dua hal yang merupakan syarat untuk
membuktikan kesalahan terdakwa, yakni : pertama, Wertelijk yaitu adanya alat-alat
bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya
keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim
menyakinkan kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan
diharuskan adanya hubungan casual (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun
kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah
menurut undang-undang, maka tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan
terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim
yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat

bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan



19

terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian

peradilan pidana di Indonesia."

Teori pemuktian secara negatif dianut dalam KUHAP, hal ini terdapat dalam

Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila
sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannnya”

Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sebagaimana diatur dalam pasal

184 KUHP yaitu:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk

menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran

' Adnan Paslyad; : : . . .
1997, him. !112?22‘88 yadja, Hukum Pembuktian, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,
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yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak

terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.?

Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhan pidana meskipun
hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berprdoman pada hal pemeriksaan yang
dilakukan oleh polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman?' hakim mempunyai
kebebasan untuk menjatuhkan putusannya. Hakim mempunyai kebebasan untuk
menentukan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan hakim bergerak pada batas
minimum dan maksimum dari pidana yang diatur dalam undang-undnag untuk tiap-

tiap tindak pidana.??

Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan antara lain bisa berupa
perbuatan mendekap, mengingat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain
sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang
terkena tidak berdaya. Unsur ancaman kekerasan terpenuhi jika adanya serangan
psikis dengan perkataan yang mengancam, misalnya “awas kalau kamu tidak mau

saya bunuh kamu” sehingga menyebabkan korban menjadi ketakutan dan tidak

mampu melakukan pembelaan atau perlawanan.

¥ Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalm Undang-
undarg Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Liberty, Bandung, 1986, him.57.
.Undang-qndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Lembaran Negara
Repul;lxk Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1986, him.78.
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G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan
menggunakan langkah-langkah yang sistematis.”’ Sedangkan penelitian merupakan
upaya pencarian yang amat bernilai edukatif?* Penelitian hukum adalah segala
aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan
praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan
berkembang dimasyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum

dimasyarakat.?’
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun,
memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma
hukum positif yang mengatur tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM 1-04/AD/IV/2014 dan
Nomor : put/154-K/PM III-16/AD/X1/2013 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini

adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan penekatan kasus (case

approach).

" 323 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 2008
m. 3. ‘

¥ Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Peneliti jawali
—tay . g etode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,

% |bid
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Pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah
semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum
yang sedang ditangani.?® Lalu, pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi
yang telah menjadi putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap.”’

3. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini
diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-

undangan yang terdiri dari:
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

'b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi
kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku
yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal dan
peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan

adalah untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.28

;: ll\t/)l:dSyamsudin, Operasional Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, him. 58.
1d.

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, UI-Perss, Jakarta, 1986, hlm. 12
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap badan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus
hukum, majalah dan jurnal ilmiah.?’ Surat kabar, media cetak maupun media
elektronik dan lain-lain sebagai penunjang.

4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Mengingat penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada data sekunder, maka
pengumpulan bahan terutama di tempuh dengan cara melakukan penelitian
Kepustakaan (Library Research) atau Studi Dokumentasi.

5. Teknik Analisis Bahan

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat
deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah
pendekatan kualitatif, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang
dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

kajian.*

;: Ibid, him. 14-15
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2013, him. 107.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara dedukatif,
yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.*!

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan,

maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat latar penulisan, dari uraian-uraian yang dibuat dalam latar
belakang dapat ditentukan menjadi pokok-pokok permasalahan dengan dibatasi pada
ruang lingkup tujuan, kegunaan penelitian dan kerangka teoritis serta ditutup dengan
sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang pengertian pembuktian dan hukum pembuktian, pengertian
kekerasan dan ancaman kekerasan, pengertian dan jenis pemerkosaan, dasar tindak

pidana pemerkosaan serta dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana.

*! Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him. 11.
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Bab III Metode Penelitian
Bab ini memuat metode penelitian yang memuat pendekatan masalah, langkah-
langkah yang digunakan dalam penelitian, sumber dan jenis data, penentuan populasi

dan sample, prosedur pengolahan data serta analisis data.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan
yang diangkat mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan pada tindakan pidana pemerkosaan dan dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.
Bab V Penutup

Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi, berupa kesimpulan menyeluruh

dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dangan masalah yang

dibahas.
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